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LAMPIRAN

A. Daftar Pedoman Wawancara

No Fokus Masalah Pertanyaan

1 Memperbaiki kualitas pelayanan

Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan

Direktorat Pos untuk meingkatkan kualitas

pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-

government dalam pelayanan perizinan

penyelenggaraan pos saat ini berpengaruh terhadap

peningkatan kualitas pelayanan?

2
Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas

Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat

diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan

menerpakan e-government dalam pelayanan

perizinan penyelenggaraan pos melaui OSS sudah

jelas?

Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-

government dalam perizinan penyelenggaraan pos

melalui program OSS tersebut dapat menjamin

akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan

pos?

3
Mengurangi total biaya

administrasi

Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-

government dalam pelayanan perizinan

penyelenggaraan pos dapat mengurangi biaya

administrasi?

Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan

pada penerapan E-Govenrment dalam perizinan

penyelenggaraan pos berkurang secara signifikan?

4

Memberikan peluang bagi

pemerintah untuk mendapatkan

sumber-sumber pendapatan baru

Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan E-

Government dalam perizinan penyelenggaraan pos

mempermudah terjalinya interaksi antar mitra

lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?
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Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin

secara online dengan adanya penerapan E-

Government dalam perizinan penyelenggaraan pos

dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan

sumber-sumber pendapatan baru?

5 Memberdayakan masayarakat

Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang

dirasakan dalam proses penerapan E-Government

dalam perizinan penyelenggaraan pos?

Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan

penerapan E-Government dalam perizinan

penyelenggaraan pos memudahkan pelaku usaha

untuk melakukan pengaduan dan saran?

Menurut Bapak/Ibu apakah aduan dan saran yang

diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi

dalam pelayanan perizinan pos melalui OSS

6
Menciptakan suatu lingkungan

masyarakat baru

Menurut Bapak/Ibu apakah sosialisasi penerapan

E-Government dalam perizinan penyelenggaraan

pos sudah dilaksanakan?

Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan pada

penerapan E-Government dalam perizinan

penyelenggaraan pos untuk menciptakan mitra

usaha yang up to date?



101

B. Transkrip Wawancara 1

Informan
Penelitian

Ketua Tim Kerja Pengelola Tata Usaha
Direktorat Pos
Tjahyadi

Hari / Tanggal Jumat, 14 Oktober 2022

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan melalui penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen?

B : Perizinan melalui PTSP memang kan arah presiden supaya izin
berusaha untuk masyarakat dibuka seluas luasnya dan kalau bisa
dipermudah. Nah, untuk itu di direktorat pos juga melakukan sesuai
arahan presiden. Yaitu melakukan perizinan secara online. Memang
sebelum ada arahan tersebut perizinan kita baik itu pos, tel dan siar itu
manual. Dengan demikian, kita mengganti dengan perizinan secara
online. Nah saat ini sudah berjalan izin tersebut secara online. Pada
waktu itu, perizinan hanya bisa diajukan secara langsung melalui
kantor direktorat pos, tapi kemudian diambil oleh OSS untuk dibentuk
layanan satu atap di gedung Kominfo pusat.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan?

B : Itu untuk izin direktorat pos, saat ini sangat mudah sekali dibandingkan
dengan periznan yang lain, sangat cepat. Jadi sangat membantu untuk
proses perizinan yang akan diajukan oleh masyarakat.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam
tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Saya harap cukup jelas, ya. Kalaupun ada masyarakat yang merasa
kurang jelas terkait perizinan sekarang, masyarakat bisa menghubungi
kami melalui akun media sosial kita, atau bisa melalui call center.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Dikarenakan untuk perizinanya kita melalui satu pintu, yaitu melalui



102

aplikasi OSS. Jadi informasi bisa didapat secara langsung di sana.
Terkait tahapan dari proses perizinan, persyaratan, dan sebagainya.
Untuk akuntabilitas pelaksanaan perizinan ini sendiri memiliki dasar
hukum, jadi pasti sudah terjamin.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Untuk biaya operasional ada sedikit berkurang.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?

B : Untuk biaya yang berkurang tersebut dapat dibilang tidak terlalu
signifikan.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga
dan mitra usaha penyelenggara pos?

B : Iya, tentu. Kami melakukan interaksi dari berbagai mitra untuk
melakukan kerjasama terkait penyelenggaraan pos.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan
adanya penerapan e-government dalam pelayanan perizinan
penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen
dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru?

B : Kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan baru, kami harap ada.
Tetapi kami butuh pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dari pihak
yang berwenang tentunya.

A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?

B : Sosialisasinya seperti mengadakan workshop, rapat dengan pelaku
usaha dan lembaga terkait, dan sebagainya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan pengaduan dan saran?

B : Untuk media pengaduan bisa melalui saluran di sosial media kita ada,
kemudian di situs Kominfo juga ada. Jadi disitu ada informasinya
untuk melakukan aduan lewat telepon dan email.
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A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku
usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?

B : Untuk itu sudah menjadi SOP ya, untuk menjadikan aduan dan saran
menjadi bahan untuk evaluasi.

A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra
usaha yang up to date?

B : Dari workshop kita biasanya berbagi informasi terkait perkembangan
apa saja di industri pos, seperti itu.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses
penerapan e-government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan
pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Biasanya kendala ada pada sistem dan beberapa dari SDM. Kita
menangani dengan evaluasi dan perbaikan sistem. Dan untuk SDM
sendiri, kita biasanya melakukan pengarahan melalui sosialisasi.
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C. Transkrip Wawancara 2

Informan
Penelitian

Ketua Tim Kerja Pelayanan Pembinaan
Industri Pos dan Kurir Direktorat Pos
Chris Polin

Hari / Tanggal Senin, 12 Desember 2022

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan melalui penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen?

B : Pada awal 2017 perizinan online penyelenggaraan pos mulai
diterbitkan, namun belum terintegrasi. jadi masih sebagai aplikasi
internal yang dikembangkan untuk memudahkan Direktorat Pos.
Kemudian di 2018 ada PP terbaru, dimana muncul istilah Online
Single Submision yang mengharuskan setiap kementerian terintegrasi
dengna OSS. Dengan demikian sistem kita terintegrasi dengan OSS,
dimana kita menganut prinsipnya itu izin itu diterbitkan terlebih
dahulu. Dan dengan diterapkan itu, kita bisa lebih efisien, karena
waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin itu jauh lebih sebentar
dibanding proses sebelumnya. Yaitu, PTSP, online melalui aplikasi
dari kita, dan apalagi manual.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan?

B : Kalau berdasarkan proses yang ditempuh dari perizinan manual hingga
saat ini, kami harap masyarakat setuju bahwa ada peningkatan pada
kualitas layanan di perizinan penyelenggaraan pos ini.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam
tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Mudah-mudahan sudah. Karena ini tergantung dari masyarakat itu
sendiri, infromasi apa yang dibutuhkan terkait perizinan
penyelenggaraan pos ini. Yang sebetulnya sudah kami sampaikan di
bergabai platform. Tapi kalau memang ada saran atas informasi yang
kurang jelas atau sulit dipahami, kami sangat terbuka untuk
masyarakat mengajukan hal tersebut melalui media sosial atau call
center kami.
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A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Salah satu tujuan diterapkanya perizinan online ini memang untuk bisa
menerapkan transparansi dan akuntabilitas kita. Dan memang itu sudah
menjadi visi kita. Sebelum adanya sistem online, masyarakat pasti
merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait SOP, biaya dan
sebagainya. Nah, ketika ada online ini semua informasi dapat diakses
melalui satu portal. Sehingga pelaku usaha dapat melihat bagaimana
tahapan yang ada. Nah, untuk meminimalisir adanya resiko pencurian
private data, itu ada regulasinya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Kalau untuk biaya administrasi, seperti biaya operasional, dokumen
dan sebagainya, bisa dibilang itu tidak berkurang ya, melainkan dari
pembiayaan tersbut dialihkan untuk pembiayaan peningkatan
pelayanan yang ada dari penerapan e-government ini.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?

B : Bisa dibilang tidak.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga
dan mitra usaha penyelenggara pos?

B : Untuk itu, iya. Kita dapat terhubung biasanya melalui WA, e-mail atau
melalui surat elektronik yang sudah terintegrasi dengan mitra
kementerian. Dan kalau kita perlu melakukan rapat, tapi antar mitra
tidak memungkinkan tatap muka, kita bisa melalui zoom. Karena kita
yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pos ini jadi kita perlu
saling terhubung satu dengan yang lain, untuk memantau
perkembangan dari industri pos ini.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan
adanya penerapan e-government dalam pelayanan perizinan
penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen
dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru?

B : Untuk pendapatan baru memang memungkinkan, karena tujuan kita
memang untuk menarik PNBP sebanyak-banyaknya, supaya dana bisa
digunakan untuk kemajuan industri pos. Salah satunya dengan
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optimalisasi penerimaan PNBP yang sudah ada. Namun, kita perlu
bicarakan lebih lanjut kepada para stakeholder dan pihak-pihak yang
berkepentingan. Termasuk untuk dirumuskan sebagai dasar hukum.
Karena semua itu diperlukan dasar hukumnya, supaya terhindar dari
pungutan liar.

A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?

B : Untuk sosialisasinya biasanya kita melibatkan mitra usaha dalam FGD
(Focus Group Discussion), kemudian ada workshop, dan seminar
nasioanl.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan pengaduan dan saran?

B : Untuk pengaduan dan saran masyarakat bisa mengakses melalui
aplikasi kita di SIPPPDihati dan caranya sangat mudah.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku
usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?

B : Iya, betul sekali. Karena memang pelayanan tadi dimaksudkan untuk
masyarakat, jadi aduan yang masuk kita jadikan pertimbangan dan
juga untuk kita diskusikan bersama ahli, lembaga terkait, dan pelaku
usaha.

A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra
usaha yang up to date?

B : Kendala pasti banyak, apalagi kita menggunakan sistem online dimana
dikerjakan melalui sistem yang dioperasikan. Seperti kendala sistem,
kendala SDM untuk dibangun capacity buildingnya dan upgrading
pegawai PTSP supaya mengerti regulasi kita. Namun yang terpenting
adalah bagaimana kita memitigasi resiko dari kendala yang ada itu.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses
penerapan e-government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan
pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Dari adanya workshop, kita melakukan sharing tentang industri pos.
Kita sharing berbagai kendala, serta mitigasi kendalanya. Selain itu,
dari workshop tadi kita juga ada siaran berita yang bisa diakses melalui
website resmi dari Kominfo, Ditjen PPI, dan juga media sosial kami
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biasanya. Dari siaran berita tersebut, beritanya dapat diketahu oleh
mitra usaha yang tidak dapat menghadiri workshop kami.
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D. Transkrip Wawancara 3

Informan
Penelitian

Aparatur Tim Kerja Pelayanan
Pembinaan Industri Pos dan Kurir
Direktorat Pos
Rivan

Hari / Tanggal Senin, 12 Desember 2022

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan melalui penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen?

B : Untuk izin penyelenggaraan pos dari Direktorat Pos dimulai dengan
izin manual, lalu kita rubah menjadi online, kemudian kita rubah
menjadi terintegrasi, sampai akhir sampai saat ini dengan menerapkan
OSS, begitu. Jadi pada awalnya izin itu masih dalan bentuk berkas.
Jadi penyelenggara pos datang ke kita, mengantarkan berkasnya,
kemudian nanti penyelenggara pos pulang lagi. Lalu si verifikator,
harus mengerjakan. Nah, biasanya untuk peraturan kita dulu, peraturan
kita dulu yang pertama itu di PM 32 Tahun 2014. Di PM itu tentang
tata cara dan penyelenggaraan pos, disitu durasi waktunya selama 10
sampai 14 hari kerja. Nah jadi, pemohon datang ke loket manual
membawa berkas untuk diberikan ke kita kemudain kita data, setelah
itu dia pulang. Lalu berdasarkan SOP tadi yang selama 10-14 hari
kerja, dari situ si verifikator harus membuat hasil verifikasinya. Lalu
membuat SK izinnya secara manual kemudian diprint beserta hasil
verifikasinya. Kemudian masuk lagi berjenjang untuk diparaf mulai
dari Aselon IV, Aselon III, sampai nanti tanda tangan itu adalah Pak
Dirjen sebelum adanya e-licensing. Kemudian jika berkas sudah oke
sampai ke Pak Direktur. kemudian masuk ke bagian hukum, dibagian
hukum itu dilihat legal drafting SKnya. Kalau dia SKnya itu sudah
oke, baru bisa ditanda tangan Pak Dirjen. Dan itu bisa berbulan-bulan
baru selesai. Dikarenakan itulah, kita punya inisiasi untuk merubah
pelayanan kita reformasi melalui online.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan?

B : Pada proses perizinan manual waktu itu tidak pasti, jadi bisa sebulan
atau lebih dari SOP walaupun sudah ditetapkan, tetapi pasti lebih dari
SOP karena membutuhkan tanda tangan Pak Dirjen dan Pak Menteri
yang kesibukanya tidak bisa kita atur. Sehingga otomatis kemungkinan
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surat izin keluar bisa satu sampai dua bulan. Saat menerapkan online
kita dituntut harus kerja kapan saja dan dimana saja, dan itu prosesnya
dari manual yang seharusnya 14 hari, di tahun 2017 kita rubah
menajadi 10 hari 2018 kita rubah menjadi 5 hari dan dari 2019 hingga
hari ini menggunakan same day service, jadi harus di hari itu juga kita
kerjakan dan harus keluar SKnya. Terkait dengan pengaruhnya
terhadap peningkatan kualitas pelayanan, alhamdulillah, kita sudah
dua kali mendapat penghargaan. Pertama dari aplikasi kita
SIPPPDIHATI itu masuk di Top 99 inovasi versi MENPARRB. Trus
dua kali sebagai pengahrgaan role model pelayanan publik dari
MENPAN RB, dari tahun pertamanya mendapatkan menilaian A- dan
ditahun kedua mendapatkan penilaian A+, selama dua tahun berturut-
urut. Terus yang terkahir di tahun 2021 kita itu mendapatkan WBK
(Wilayah Bebas Korupsi) dan itu salah satu parameternya dinilai dari
terdapat integritasnya dari pelayanan kita dan berapa transparanya juga
pelayanan kita yang dimana kita sudah menggunakan sistem e-
licensing tadi.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam
tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Untuk tahapanya bisa diakses di web OSSnya secara langsung. Dan
jika kurang jelas, pemohon bisa langsung menguhubungi kami melalui
call center 159 dan juga melalui media sosial.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Dengan adanya penerapan e-government pada periznan ini tentunya
lebih memberi kepastian ke pelaku usahanya. Karena yang awalnya
pemohon tidak bisa tracking, ya. Nah, sekarang bisa tracking
permohonan yang diajukan. Jadi lebih transparan, dan lebih terbuka.
Mereka bisa lihat tracking permohonanya itu secara real time. Dan
untuk melindungi data pribadi itu sudah ada dasar hukumnya yaitu
melalui UU ITE, Peraturan Pemerintah dan Peratuan Menteri Kominfo
juga ada.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Saat manual dulu, kita membuka loket dan ada kegiatan coaching
clinic dan mendatangi daerah-daerah. Dan sejak penerapan secara
online, kemudian melalui OSS kita sudah tidak memerlukan itu.
Sehingga dari segi ini, total biaya pengeluaran memang berkurang.
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Dari segi anggaran dapat dibilang tidak mengurangi total biaya
pengeluaran, karena itu akan menimbulkan pembiayaan baru. Hanya
yang bisa dilihat itu bagaimana pembiayaan yang muncul dampaknya
sangat signifikan. Karena sebenarnya kita berorientasi bahwa anggaran
yang diberikan harus memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.
Dampak yang luas ini harus bisa dirasaka.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?

B : Karena yang berkurang tadi hanya pengeluaran yang secara
operasional, jadi tidak terlalu signifikan pengeluaranya. Malah dapat
dibilang, kalau secara anggaran lebih besar, karena pembaharuan
melalui teknologi tentunya memerlukan anggaran lebih untuk
teknologi yang digunakan dan juga sumber daya manusianya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga
dan mitra usaha penyelenggara pos?

B : Betul, karena memang adanya elektornik berguna untuk memperluas
jaringan. Sehingga interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha
terjalin dengan mudah.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan
adanya penerapan e-government dalam pelayanan perizinan
penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen
dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru?

B : Untuk sumber pendapatan baru sebetulnya bisa kita cari ya. Tapi
berdasarkan arahan presiden, bahwa harus membuat proses perizinan
dengan sangat mudah dan tidak dibebankan kepada negara. Sehingga
dengan ada itu, akan bertolak belakang apabila kita mencari sumber-
smber pendapatan lain dibidang perizinan. Hanya saja ada beberapa
pertimbangan yang harus dikaji, tidak hanya dari kita tetapi juga dari
kementerian keuangan, tentang bagaimana mereka mencari potensi
pendapatan baru tadi. Tetapi kalau misalkan dibidang perizinan dan itu
masuk di ranah PNBP itu kemungkinan adanya pendapatan baru itu
sangat kecil. Lantaran berdasarkan data kami presentase badan usaha
bidang penyelenggara pos ini 60-80% merupakan pelaku usaha
UMKM. Dan sisanya baru partai besar seperti Gojek, Grab, Maxim,
Lalamove, Excel.

A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?
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B : Memberdayakan mitra usaha dalam mengambil kebijakan biasanya
mitra usaha dilibatkan dalam FGD, sharing knowladge, atau workshop,
dan seminar nasioanl. Biasanya dalam seminar nasional mitra usaha
bisa sharing.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan pengaduan dan saran?

B : Untuk pengaduan dan saran masyarakat bisa mengisi survey melalui e-
survey yang kami bagikan di aplikasi kami, yaitu aplikasi SIPPPDihati.
Jadi sangat mudah dan bisa dijangkau dimana saja oleh pelaku usaha.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku
usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?

B : Terkait dengan kebijakan tersebut biasanya kita minta ke asosiasi yang
bernama Asperindo, biasanya terkait dengan peraturan itu kita
konsultasi kepada Asperindo atau uji publik. Uji publik ini yang
nantinya penyelenggara pos bisa melihat apakah kebijakanya sudah
sesuai di lapangan atau belum.

A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra
usaha yang up to date?

B : Sebetulnya untuk permasalahan dalam penerapan e-government ini,
saya lebih menyorot ke e-licensingnya. Kendala yang dihadapi
biasanya seperti serangan cyber, pencurian data pribadi, akses illegal.
Hal-hal tersebut memang yang menjadi kekhawatiran kita. Di setiap
sistem yang mana sudah menjadi bagian dari sop adalah harus
memitigasikan resikonya. Untuk memitigasi resiko tersebut dengan
mengklarifikasi tingkat kendala mulai dari kecil atau ringan, dan
sangat berat. Biasnaya yang menjadi kategori sangat berat itu seperti
yang dijelaskan tadi seperti serangan-serangan cyber, pencurian data
pribadi, dan akses ilegal. Untuk tingkat kendala ringan/kecil itu
contohnya seperti lebih ke server down. Untuk saat ini dari tahun
2017-2020 untuk memitigasi kendala itu kita menggunakan server
telkom sigma yang terdiri dari dua server yang ditempatkan di bintaro
dan di batam. Jadi, jika salah satu server down, atau kabel fiber
optiknya putus. Jadi kita masih punya cadangan di server yang
satunya. Nah, untuk mitigasi 2022 ini servernya melalui PDSI yaitu
dari Pusat Data Sarana dan Informatika di Kominfo, sehingga
servernya itu berada dan dikelola oleh Kominfo dan menjadi tanggung
jawab kita.
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A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses
penerapan e-government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan
pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Untuk menciptakan mitra usaha yang up to date kita melakukan
sharing knowladge. Jadi kita mengundang agent-agent untuk kita
upgrade skill dan pengetahuan mereka terkait dengan peraturan dan
proses terbaru terkait percepatan perubahan pada perizinan
penyelenggaraan pos.



113

E. Transkrip Wawancara 4

Informan
Penelitian

Karyawan PT Nusantara Sukses Gemilang
Hendry

Hari / Tanggal Selasa, 3 Januari 2023

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan melalui penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen?

B : Karena dia sekarang sudah online, sudah memudahkan, ya.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan?

B : Seharusnya memang ada ya. Sekarang jangka waktunya untuk
perizinan penyelanggaraan pos yaitu selama perusahaan ini bediri.
Sedangkan dulu, perlu diperbarui setiap 5 tahun.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam
tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Cukup jelas sampai sekarang, ya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Karena bisa diakses tahapanya melalui aplikasi OSS, jadi saya merasa
sudah cukup terjamin.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Untuk pembiayaan yang dikurang seperti biaya untuk ke sananya saja,
jadi biaya operasionalnya cukup berkurang.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?

B : Tapi tidak berkurang terlalu signifikan.
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A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga
dan mitra usaha penyelenggara pos?

B : Cukup mudah, karena biasanya ada acara workshop. Jadi bisa bertukar
pikiran.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan
adanya penerapan e-government dalam pelayanan perizinan
penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen
dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru?

B : Untuk menambah kerja sama, kemungkinan memang ada. Tapi itu
tergantung perusahaan, ingin menambah pendapatan lain atau
tidaknya.

A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?

B : Pada saat awal diterapkanya saya rasa belum tersosialiasasikan dengan
baik. Tapi untuk sekarang memang sudah berjalan dengan baik.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan pengaduan dan saran?

B : Untuk hal itu, saya belum pernah. Tapi karena ada platform yang
disediakan, harusnya memudahkan.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku
usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?

B : Sepertinya iya.

A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra
usaha yang up to date?

B : Sejauh ini tidak ada kendala.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses
penerapan e-government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan
pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Biasanya untuk mengetahui berita terkini tentang pos, atau berita
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tentang perkembangan pos ini. Saya melihat berita dari website resmi
Kominfo, atau media sosial Ditjen PPI.
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F. Transkrip Wawancara 5

Informan
Penelitian

Karyawan PT Krida Jaringan Nusantara
Sofyan A

Hari / Tanggal Kamis, 12 Januari 2023

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan melalui penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen?

B : Sebelumnya kami perlu ke kantor Diektorat Pos untuk permohonan
izin. Dan sekarang hanya dengan mengakses aplikasi OSS, kan. Itu
lebih efisien.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan?

B : Meningkat memang. Karena sebelumnya perizinan bisa sampai
sebulan pada saat manual. Tapi sekarang, kalau tidak salah tidak
sampai dua hari.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam
tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Sudah, sudah jelas.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Cukup transparan, ya. Waktu itu saya mencari peraturan baru itu, saya
tinggal mengakses aplikasi yang sekarang (OSS), dan untuk tahapanya
juga bisa langsung diakses di tempat yang sama juga.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Paling hanya berkurang biaya operasionalnya saja ya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk



117

pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?
B : Tidak terlalu kelihatan, sih, berkurangnya.
A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam pelayanan

perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi
Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga
dan mitra usaha penyelenggara pos?

B : Dari adanya media yang disediakan dan teknologi yang mendukung,
sangat mudah memang bagi penyelenggara pos berinteraksi. Biasanya
melalui pertemuan zoom, atau media sosial. Dan kalau ada acara
seminar, seperti itu.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan
adanya penerapan e-government dalam pelayanan perizinan
penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen
dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru?

B : Memungkin saja, tergantung dari perusahaanya sendiri.

A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?

B : Cukup baik saya rasa.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan e-government
dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian
Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan pengaduan dan saran?

B : Mungkin, ya. Setau saya bisa lewat media sosialnya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan e-government dalam
pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem
Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku
usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?

B : Sepertinya iya.

A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan e-
government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk
pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra
usaha yang up to date?

B : Sampai saat ini tidak ada.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses
penerapan e-government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan
pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Melalui media sosial ya pastinya, dan website yang ada untuk
mengajukan pengaduan.
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DOKUMENTASI

Foto Bersama Ketua Tim Kerja Pengelola Tata Usaha Direktorat Pos

Foto Bersama Aparatur Tim Kerja Pelayanan Pembinaan Industri Pos dan

Kurir Direktorat Pos
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Surat Izin Penelitian kepada Penyelenggara Pos
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